
     
 

 
 

 
 

BUPATI  PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

NOMOR  70 TAHUN  2016 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  KABUPATEN PURBALINGGA 

TAHUN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  PURBALINGGA, 
 

 
Menimbang :  a. bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan 

daerah yang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien, 

serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka untuk 
pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Purbalingga tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017. 

 

 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
Nasional Tahun 2005 - 2025; 



5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  6 
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  8 
Tahun 2008  tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015 - 2019; 



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3) ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 

Nomor 1) ;  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 08); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12) 

 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
TAHUN 2017. 

 
Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga. 
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 



4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten 

Purbalingga. 
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten 

Purbalingga.   
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPD adalah 

dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017. 

7. Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya 
disebut PD adalah  Perangkat Daerah yang berada di 
lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. 

 
Pasal 2 

(1) Uraian mengenai RKPD tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 3 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 dan menjadi 

pedoman bagi PD dalam penyusunan:  
a. Renja PD; 
b. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara;  
c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD). 
 

Pasal 4 

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam 
RKPD yang dituangkan dalam Renja PD. 

 

Pasal 5 

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan 

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan melaporkannya 
kepada Kepala Bappeda setiap triwulan. 
 

Pasal 6 

Kepala Bappeda bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

Peraturan ini dengan kewajiban melakukan kegiatan 
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD yang 
tertuang dalam Renja PD serta menghimpun dan menganalisis 

hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD. 
 
 

 



Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. 
 

 
Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal : 3 November 2016 
 

BUPATI PURBALINGGA 

 
 
 

 
T A S D I 

 
 


